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Setelah sukses menyelenggarakan Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia kembali 

menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat kepemimpinan 

atau keketuaan ASEAN 2023 untuk satu tahun lamanya (1 Januari -31 Desember 2023). 

Kepemimpinan tersebut diserahkan dari Kamboja kepada Indonesia pada Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Phnom Penh pada November 2022 yang 

menandakan kepercayaan kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan 

berkelanjutan di regional Asia Tenggara di tengah kondisi recovery dunia pasca 

pandemi, dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Meskipun dalam 

organisasi regional ASEAN tidak ada satu negarapun yang secara resmi dan permanen 

sebagai pemimpin atau kekuatan regional, posisi keketuaan memberikan kesempatan 

kepadanya melaksanakan kepemimpinan regional, sekaligus peluang dan penegasan 

kepemimpinan yang efektif dan cara pemimpin membuat perbedaan yang berarti di 

arena global. 

 Memahami kepemimpinan regional (regional leadership) sangat penting bagi 

para pembuat kebijakan dan penstudi/sarjana (scholars), karena membantu menjelaskan 

motivasi dan tindakan negara dalam hubungan internasional, dan distribusi kekuasaan 

antarnegara dan regional dalam dinamika politik regional dan global pada masa kini. 

Penegasan atau pencegahan kepemimpinan regional akan berdampak tidak hanya pada 

tatanan regionalnya namun juga pada tatanan global di masa depan (Acharya, 2009). 
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Pemahaman terhadap terdapatnya prasyarat (dan dampak) dari penegasan 

kepemimpinan regional dan kaitannya dengan kekuatan regional diperlukan sebagai 

langkah awal. 

Kepemimpinan adalah hubungan “antara seorang pemimpin dan mereka yang 

mengikuti pemimpin.” Kepemimpinan regional mengacu pada kemampuan suatu 

kawasan atau regional untuk memberikan pengaruh pada politik global dan membentuk 

sistem internasional. Kepemimpinan regional juga mengacu pada peran negara tertentu, 

baik secara individu maupun kolektif, dan juga peran institusi regional dalam suatu 

regional maupun di luar regional, dalam membentuk kebijakan dan tindakan negara, 

negara-negara, institusi di suatu regional atau di luarnya. Kepemimpinan regional 

memainkan peran penting dalam hubungan internasional, karena membentuk jalannya 

peristiwa global, menentukan arah dan nada untuk keterlibatan suatu bangsa dengan 

seluruh dunia, baik itu melalui negosiasi diplomatik, aliansi strategis, atau mengatasi 

tantangan global.  

Kecenderungan terkini menunjukkan bahwa negara-negara dengan kemampuan 

yang memadai untuk diberikan status ‘kekuatan regional’ (regional power) oleh rekan-

rekannya (terutama negara-negara lain di kawasan mereka) namun mereka enggan atau 

menolak sebagai kepemimpinan regional. Kepemimpinan regional kerap 

dikonseptualisasikan sebagai tujuan tambahan dalam strategi besar kekuatan regional. 

Yang lainnya menggangap kekuatan regional adalah kepemimpin regional sehingga 

persyaratan kepemimpinan menjadi persyaratan kekuatan. Beberapa penstudi mungkin 

mempertanyakan apakah negara yang memperoleh status kekuatan regional secara 

otomatis merupakan kepemimpiman regional? Bagaimana mengejar kekuatan regional 

untuk mendapatkan kepemimpinan regional? Apakah suatu negara harus dianggap 

sebagai kekuatan regional jika sepenuhnya meninggalkan kepemimpinan? Oleh karena 

itu, hal pertama yang diperlukan adalah membedakan dengan jelas antara status 

kekuasaan regional, kepemimpinan regional, pengejaran kepemimpinan regional 

sebagai tujuan dan pelaksanaannya sebagai peran.  

Salah satu upaya pertama untuk membangun konsep kekuatan regional dalam 

sistem internasional dibuat oleh Øyvind Østerud (1992) yang menggunakan gasasan 

‘regional great power’ dan mendefinisikannya sebagai negara: yang secara geografi 

bagian dari suatu wilayah; yang mampu berdiri untuk berhadapan dengan koalisi negara 
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lainnya di kawasan; yang sangat berpengaruh dalam permasalahan regional; dan yang 

bisa juga menjadi negara besar di skala dunia selain status regionalnya. Destradi (2010) 

mengajukan dua elemen yang “tidak terbantahkan dalam literatur”, yaitu kekuatan 

regional adalah milik dari suatu wilayah, dan memiliki bagian yang lebih besar dari 

kemampuan wilayah tersebut jika dibandingkan dengan negara bagian lapis kedua. 

Dalam situasi demikian, status kekuatan regional biasanya diakui, kurang lebih secara 

eksplisit, oleh negara-negara lain di kawasan itu dan sekitarnya. Negara-negara dengan 

bagian yang lebih besar dari kemampuan suatu kawasan akan selalu diperhitungkan 

secara khusus karena dampak berbeda yang mungkin mereka timbulkan di kawasan itu. 

Akan tetapi mengakui pentingnya tetangga berbeda dengan mengikuti 

kepemimpinannya. Secara aktif merongrong klaim kepemimpinan kekuatan regional 

dengan mengimbanginya juga dapat menjadi bukti pengakuan status oleh tetangganya. 

Menurut Detlef Nolte & Luis L. Schenoni (2021) konsep kekuatan regional mengacu 

pada keunggulan kemampuan, yang setidaknya secara implisit diakui oleh negara-

negara lain di dalam dan di luar suatu wilayah sebagai secara struktural menentukan 

kedudukan sosial yang lebih tinggi dari kekuatan regional. Status seperti itu dapat 

menimbulkan harapan akan kepemimpinan dan memfasilitasi pelaksanaannya tetapi 

secara analitis berbeda darinya. Wright (1978) menyebut kekuatan regional dengan 

‘pemimpin regional’, ‘kekuatan regional utama’ atau ‘kekuatan besar regional/lokal’, 

yang dianggap kuat di wilayah mereka sendiri terlepas dari apakah mereka mewakili 

hubungan permusuhan atau persahabatan regional. Chase, Hill dan Kennedy (1996) 

dalam Flemes & Wojczewski (2010) menghubungkan peran kekuatan regional dengan 

gagasan 'negara bagian penting, yang sangat penting secara regional sehingga 

keruntuhannya akan menyebabkan kekacauan lintas batas. Di sisi lain, kemajuan dan 

stabilitas ekonomi ‘negara yang sangat penting’ ini akan meningkatkan kelangsungan 

ekonomi dan kesehatan politik kawasannya. Konsorsium Eropa untuk Riset Politik 

mendefinisikan kekuatan regional yang sedikit kontras tentang apa yang membuat 

kekuatan regional. Menurut lembaga ini kekuatan regional adalah negara yang secara 

geografis termasuk dalam regional, dominan dalam hal ekonomi dan militer, mampu 

menggunakan pengaruh hegemonik di wilayah tersebut dan pengaruh yang cukup besar 

pada skala dunia, bersedia memanfaatkan sumber daya kekuasaan dan diakui atau 

bahkan diterima sebagai pemimpin regional oleh tetangganya.  
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Konseptualisasi sebelumnya telah mencampuradukan dimensi analitik yang 

berbeda dari kekuatan regional dan kepemimpinan regional. Misalnya, Nolte (2010), 

seperti yang dikutip oleh Nolte & Schenoni (2021), telah mendefinisikan kekuatan 

regional sebagai negara yang mengartikulasikan pretensi (konsepsi diri) dari posisi 

terdepan di wilayah yang dibatasi secara geografis, ekonomi, dan politik; yang 

menampilkan sumber daya material (militer, ekonomi, demografis), organisasional 

(politik) dan ideologis untuk proyeksi kekuatan regional; yang benar-benar berpengaruh 

besar dalam urusan regional (kegiatan dan hasil). Dalam definisi ini dan definisi serupa, 

menurut Destradi (2010), ada harapan bahwa kekuatan regional akan melakukan 

semacam pengaruh di kawasan (regional), atau menjadi “negara pemimpin regional”, 

seperti yang dikemukakan oleh Braveboy-Wagner (2016). 

Persamaan perihal kekuatan regional dan kepemimpinan regional, seperti yang 

ditemukan oleh Nolte & Schenoni, menjadi semakin jelas dengan konseptualisasi 

“kekuatan keregionalan/kepemimpinan regional” sebagai sebuah peran.  Dari perspektif 

teori peran, kekuatan regional adalah “pemimpin alami” karena “peran utama” mereka 

membutuhkan atau mempersyaratkan kinerja peran pendukung yang menyiratkan 

kepemimpinan (misalnya, mediator, koordinator, penyedia keamanan, dan lain 

sebagainya). Kekuatan regional mungkin “pemimpin yang ragu-ragu” tetapi mereka 

tetap harus menjadi pemimpin. Dengan menyamakan peran dengan status atau “status 

master,” didefinisikan “sebagai peran yang menonjol dalam setiap situasi”, teori peran 

memasukan konsep sosiologis seperti kelas dan status. yaitu bentuk stratifikasi sosial 

yang tidak selalu memerlukan kinerja peran tertentu. Menurut Nolte dan Schenoni, 

status menghasilkan harapan perilaku tertentu, seperti misalnya mungkin mengharapkan 

kekuatan regional menjadi pemimpin regional, tetapi aktor sosial tidak kehilangan status 

mereka jika mereka gagal melakukan (Nolte & Schenoni, 2021).  

Nolte dan Schenoni mengadopsi "pendekatan posisi", yang berbeda dengan 

"pendekatan relasional", untuk menentukan status dalam hierarki. Konsep "pendekatan 

posisi" tentang kekuatan regional pada akhirnya bergantung pada distribusi sumber 

daya, sebagai atribut berharga dari negara, dalam wilayah yang dibangun secara sosial. 

Distribusi kapabilitas kekuasaan ini selalu, secara eksplisit atau implisit, mendefinisikan 

hierarki regional dan status negara di dalamnya. Status diberikan kepada kekuatan 

regional oleh negara lain di dalam dan di luar wilayah atau “komunitas status” atau 
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“lingkaran pengakuan”, dengan pengakuan atas kemampuan tenaganya yang unggul. 

Womack kemudian memadatkan garis argumentasi ini dengan menyatakan: “Kekuatan 

regional menjadi pusat perhatian regional karena politik yang lebih kecil memiliki lebih 

banyak exposure dari pada sebaliknya” (Womack, 2016). Dengan demikian status 

sebagai kekuatan regional atau kekuatan keregionalan didefinisikan baik oleh 

kapabilitas kekuasaan (atau sumber daya status) dan oleh pengakuan ini (pengakuan 

status) dalam aktivitas de facto negara lain (Prys, 2010). 

Beberapa usulan dari para penstudi/sarjana mengenai prasyarat untuk 

kepemimpinan regional. Schoeman (2003) dalam Flemes (2007) mengajukan unsur-

unsur dinamika internal, kesediaan, kapasitas dan penerimaan. Dinamika internal sistem 

politik dan ekonomi negara harus memungkinkannya memainkan peran stabilisasi dan 

memimpin di wilayahnya; kekuatan regional harus menunjukkan dan berperan sebagai 

pemimpin regional, stabilisator dan, penjaga perdamaian atau pembawa damai; 

kemampuan secara politik dan ekonomi untuk mengambil alih kepemimpinan regional; 

dapat diterima oleh tetangganya, dan oleh ekstra-regional, sebagai pemimpin yang 

bertanggung jawab atas keamanan regional. Flemes (2007) mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan empat kriteria penting, yaitu klaim, sumber daya, gagasan, dan 

kebijakan luar negeri. Senada, Schirm (2005) dalam Flemes (2007) mengemukakan 

kriteria-kriteria: kesediaan (sebagai klaim), kapasitas (sebagai potensi), dan juga 

penerimaan. Selain itu, ia menambahkan dengan kegiatan, display dan pengaruh 

kekuatan regional sebagai faktor yang memungkinkan penilaian terhadap perannya.  

Klaim atas kepemimpinan antara lain menyiratkan kesediaan untuk berperan 

sebagai stabilisator dalam urusan keamanan regional dan pembuat aturan dalam 

ekonomi regional dan menentukan lingkup pengaruhnya. Didukung oleh sumber modal 

yang diperlukan untuk membuat perbedaan dalam tawar-menawar internasional. yaitu 

sumber daya material, sumber daya ideasional, dan aksi nyata yang mendapatkan 

peneriman intra dan ekstra regional berupa legitimasi, kredibilitas dan reputasi. 

Sumber daya material berupa hard power dengan fokus pada kekuatan militer 

sebagai faktor kunci didasarkan pada kekuatan laten suatu negara yang terdiri dari 

sumber daya ekonomi dan demografisnya. Kekuatan militer yang kuat terdiri dari 

seperangkat pengeluaran pertahanan militer dan personel militer, kemampuan 

memproyeksikan kekuatan dan kemampuan militernya untuk berkompetisi dengan 
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kekuatan dominan lainnya, dan memengaruhi peristiwa di luar perbatasannya (Lemke, 

2010) (Hurrell, 2006). Kekuatan ekonomi suatu kawasan dengan tingkat pertumbuan 

ekonomi yang tinggi (indikator: PDB, indeks daya saing pertumbuhan, indeks gini 

ketimpangan pendapatan), kapasitas untuk melakukan investasi dan pasar yang luas, dan 

pemain kunci dalam negosiasi perdagangan internasional. Sumber daya material lainnya 

adalah geografi (indikator: wilayah), demografis (indikator: penduduk), teknologi, 

infrastruktur, energi, serta faktor pembangunan pertanian, lingkungan, dan manusia.  

Sumber daya ideasional, yang membedakannya dari paksaan dan bayaran, 

sebagai karakter penentu hubungan antaraktor. Berupa sumber-sumber soft power (nilai 

politik, kebijakan luar negeri dan budaya) yang menarik (Nye, 2004). Nilai-nilai politik 

dan ideologis serta visi atau perspektif jangka panjang yang jelas dan meyakinkan untuk 

masa depan. Orientasi luar negeri yang menginspirasi dan membantu pengambilan 

keputusa serta memandu tindakan untuk memajukan kepentingan maupun regionalnya 

di panggung global. Kebijakan luar negeri yang memiliki tanggung jawab untuk 

mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum, 

serta mengadvokasi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Budaya sebagai 

sumber daya ideasional dalam dimensi simbolik, psikologis atau subyektif. Sumber ini 

dapat diukur dari jumlah mahasiswa asing, benda seni dan tempat-tempat menarik bagi 

wisatawan luar negeri, situs jaringan yang hits. Sumber ideasional lainya adalah 

otoritas, legitimasi dan kewajiban moral (Lake, 2005); legitimasi dan kredibilitas aktor  

(Treverton & Jones, 2005); dan reputasi publik (Grant & Keohane, 2005). Dalam jangka 

panjang, kredibilitas, legitimasi, dan otoritas moral dapat berkembang dari perilaku 

paradigmatik, yang berpotensi berkontribusi pada penguatan posisi dalam proses tawar-

menawar  (Flemes D. , 2007). 

Kegiatan kebijakan luar negeri untuk penegasan kepentingan oleh kekuatan 

regional dengan menggunakan instrumen-instrumennya dapat membedakan mereka. 

Dalam sebuah kontinum antara paksaan dan persuasi, instrumen kebijakan luar negeri 

yang sesuai tidak saling mengecualikan, melainkan mereka saling melengkapi. Pertama, 

instrumen material, yaitu sumber daya material dan ideasional sebagai penerapan 

kekuatan keras. Dalam hal ini alat-alat ekonomi dan militer digunakan untuk 

kepentingan-pernyataan, dari insentif ekonomi hingga pemaksaan militer. Secara rinci 

instrumen ekonomi meliputi peningkatan dan penurunan (subsidi) investasi asing 
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langsung dan perdagangan (termasuk sanksi perdagangan), dan peningkatan dan 

penurunan hibah (termasuk korupsi). Sarana militer berarti penggunaan kekerasan 

militer sebagai pelindung (partisipasi dalam misi PBB) atau kekuatan koersif. 

Pembuatan skenario ancaman atau penangkalan melalui kebijakan senjata atau 

pembangunan aliansi militer merupakan instrumen kebijakan luar negeri material 

selanjutnya. Kedua, instrumen kelembagaan diterapkan secara tidak langsung untuk 

memengaruhi perilaku negara melalui prosedur dan aturan formal dan informal. Ketiga, 

instrumen diskursif, yaitu proses negosiasi persyaratan individu untuk validitas aktor 

yang berpartisipasi. Untuk hal ini saluran diplomatik digunakan untuk 

mengartikulasikan dan menegosiasikan kepentingan mereka. Sarana diplomasi berkisar 

dari diplomasi klasik yang dicirikan oleh kekuatan konsensus hingga diplomasi koersif. 

Diplomasi klasik terdiri dari pengaturan agenda dan kontrol wacana serta penggunaan 

instrumen hukum internasional (medisasi). Dengan keterampilan komunikasi yang 

efektif memungkinkan para pemimpin memengaruhi komunitas internasional yang 

memihak, menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan antarbangsa, membangun 

konsensus, dan mendorong kerja sama dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan 

yang ada. Sedangkan diplomasi koersif mencakup ancaman dengan sanksi ekonomi dan 

militer dan melalui ini membangun potensi tekanan atau pencegahan  (Flemes D. , 

2007). 

Pada tataran kegiatan lainnya, kepemimpinan regional dapat menunjukkan 

(display) ketangguhan, kemampuan beradaptasi dan pemikiran strategis untuk 

mengatasi tantangan dan ketidakpastian global, seperti perubahan iklim, keamanan 

dunia maya, kemiskinan, terorisme, dan pandemi. Pemimpin dapat memobilisasi 

sumber daya, membangun koalisi, dan mengadvokasi solusi bersama, sehingga 

berkontribusi pada perbaikan dunia secara keseluruhan; dapat menunjukkan 

ketangguhan dalam menghadapi persaingan dari dalam mapun luar regional yang 

merupakan tantangan berat dan terbesar; dan dapat pula mendemontrasikan dan 

mempertunjukan semua kapabilitasnya dalam sumber daya material dan ideologi, aksi 

dan perilaku diplomasi, dan hasil  penerimaan sebagai milik bersama dan identas  

regional ke dalam dan luar regional (Flemes D. , 2007). 

Melalui penerimaan publik (intra dan ekstraregional) dapat dipertanyakan sejauh 

mana negara lain menerima klaim dan aktivitas kepemimpinan regional. Penerimaan 
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berupa pengakuan, legitimasi atau persetujuan yang menerima klaim dan aktivitas dan 

kepemimpinan regional kekuatan regional dari para pemangku kepentingan (negara dan 

non-negara) intraregional. Penerimaan sebagai syarat bagi representasi kepentingan 

regional mereka maupun sebagai landasan untuk meningkatkan kiprah 

=kepemimpinannya di ekstra regional atau tingkat yang lebih tinggi (global) (Hearn, 

2011); (Rachman, 2015); (Flemesa & Lobell, 2015). Pada gilirannya reputasi positif 

yang diraih sebagai penerimaan publik dapat membawa kekuatan dan kepemimpinan 

regional pada posisi yang lebih kuat atau tingkat yang lebih baik dalam proses tawar 

menawar (bargaining processes).   

Pada akhirnya setiap kekuatan pemimpin regional harus dinilai menurut 

seberapa besar pengaruh sebenarnya yang telah dilakukannya, dalam arti kekuasaan atas 

sumber daya. Baldwin (2002) mengemukakan konsep multidimensi untuk 

memeriksanya meliputi dimensi lingkup/skup atau cakupan, domain, bobot, biaya dan 

sarana. 

Kepemimpinan regional dalam kajian Hubungan Internasional adalah konsep 

kompleks yang telah diperdebatkan oleh para penstudi/sarjana dan pembuat kebijakan 

selama beberapa dekade. Dalam pengkajiannya, konsep kepemimpinan regional terekait 

erat dengan konsep pendahulunya yaitu rezim international (international regime) dan 

kekuatan atau kekuasaan regional (regional power), selain regionalisme. Pada 

perkembangan awal mengenai kepemimpinan regional sebagai sebuah konsep, para 

penstudi/sarjana telah mengidentifikasi jenis kepemimpinan dan perannya masing-

masing yang dapat ditemukan dalam rezim internasional (international regime). Rezim 

internasional didefinisikan oleh Krassner (1982) sebagai prinsip, norma, aturan, dan 

prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor bertemu di area isu tertentu. 

Sebagai titik awal, rezim telah dikonseptualisasikan sebagai variabel intervening yang 

berdiri di antara faktor-faktor penyebab dasar (kekuasaan, kepentingan, dan nilai) di 

satu sisi dan hasil serta perilaku di sisi lain. Rumusan ini menimbulkan perdebatan 

pardigmatik mengenai hubungan antara faktor-faktor penyebab dasar dan rezim di satu 

sisi, dan hubungan antara rezim dan hasil serta perilaku terkait. Pada posisi pertama, 

Young, dan Hopkins & Puchala dari tradisi Grotian, berpendapat bahwa rezim sebagai 

karakteristik sistem internasional yang meresap. Tidak ada perilaku berpola yang dapat 

mempertahankan dirinya sendiri untuk waktu yang lama tanpa menghasilkan rezim 
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yang kongruen. Rezim dan perilaku terkait erat. Sebaliknya Strange, dari tradisi realis 

struktural pada posisi kedua, berpendapat bahwa rezim adalah konsep yang 

menyesatkan yang mengaburkan hubungan dasar ekonomi dan kekuasaan. Strange, 

mewakili apa yang mungkin merupakan posisi modal bagi sarjana hubungan 

internasional, menguraikan kritik struktural konvensional yang menolak peran penting 

apa pun untuk prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Pada posisi 

ketiga, yang diberi label "struktural yang dimodifikasi", didukung oleh Stein, Keohane, 

dan Jervis; dan juga Ruggie, Lipson, dan Cohen, menerima asumsi analitik dasar dari 

pendekatan realis struktural yang menempatkan sistem internasional negara-negara yang 

secara fungsional simetris dan memaksimalkan kekuasaan yang bertindak dalam 

lingkungan anarkis. Tetapi mereka berpendapat bahwa di bawah kondisi pembatasan 

tertentu yang melibatkan kegagalan tindakan individu untuk mengamankan hasil 

optimal Pareto, rezim internasional mungkin memiliki dampak yang signifikan bahkan 

di dunia yang anarkis. Keohane (1983) menekankan bahwa hegemon adalah pusat 

pembentukan dan keberlanjutan rezim hegemon yang memenangkan regional power di 

suatu rezim internasional mewujud sebagai ‘pemimpin regional’.  

Diskusi tentang pengertian hegemoni kemudian bergeser menjadi paradigma 

Liberal yang membahasakan ‘kepemimpinan’ untuk mengomunikasikan sentralitas 

kekuasaan dalam institusi. Dengan paradigma lainnya dalam teori HI, seperti realisme, 

neorealisme klasik dan neoliberalisme, konstruktivisme dan international society, para 

penstudi/sarjana mengeksplorasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan regional 

dalam hubungan internasional. Seperti Young (1991) yang membahas tentang 

kepemimpinan dalam pembentukan kelembagaan untuk memahami gagasan pemimpin 

regional dan peran sentralnya dalam regionalisme. Ia mengajukan konsep 

kepemimpinan struktural, kewirausahaan, dan intelektual dalam suatu rezim dan 

hubungannya satu sama lain melaui proses tawar-menawar dalam membentuk institusi 

terkait. Meskipun keberadaan ketiga tipe pemimpin ini diperlukan, tetapi tidak cukup 

untuk menjamin keberhasilan kemunculan institusi. Selanjutnya Nolte (2010) yang 

menganalisis hubungan antara pemimpin regional dan lembaga regional. Kekuatan 

regional dikonseptualisasikan sebagai Regionale Führungsmächte, dan kepemimpinan 

regional adalah tujuan dan tanggung jawab kekuatan regional, memiliki kemampuan 

kekuatan yang unggul dan secara efektif menjalankan pengaruhnya di kawasan. 
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Kekuatan pemimpin regional sebagai 'memimpin' regional dianggap mampu mendorong 

negara-negara lain dan aktor di dalam dan di luar regional untuk menerima 

kepemimpinannya. Kekuatan regional juga dianggap bertindak sebagai pendukung 

kepentingan regional dalam forum antarwilayah dan global dan untuk menjalankan 

'hegemoni kooperatif' dalam konteks regional. Kemudian Flemes dan Nolte (2010) 

menyoroti kekuatan regional yang menggabungkan kepemimpinan dan kekuasaan atas 

sumber daya serta tanggung jawab yang harus dipikul untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban regional. Antara lain, kekuatan regional perlu memiliki posisi sebagai “hub” 

maupun jembatan dan penyangga kawasan ke dunia terkait ekonomi, politik, atau 

budaya dengan negara-negara tetangga sehingga terintegrasikan dengan baik ke arena 

internasional dan global. Selanjutnya Destradi (2010) mengemukakan mengenai strategi 

yang ditempuh oleh negara untuk menjadi pemimpin regional. Strategi tersebut adalah 

imperial (empire), hegemoni dan kepemimpinan yang digunakan dalam hubungan 

antara kekuatan regional dengan tetangganya. Strategi imperial sebagian besar dikaitkan 

dengan gaya dan retorika kebijakan yang sangat agresif dan mengintimidasi dengan 

menggunakan ancaman intervensi terhadap negara bawahan yang tidak menuruti 

keinginan. Strategi hegemoni, yang idenya dari Gramsci dan Triepel, merupakan bentuk 

kekuasaan yang lebih halus dan bervariasi. Mulai dari pengerahan tekanan hingga 

penyediaan insentif material, penyebaran norma dan nilai hegemon secara diskursif. 

Strategi kepemimpinan menggunakan proses sosialisasi yang diluncurkan oleh 

pemimpin untuk mengejar tujuan bersama. 
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